SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Menimbang :

a.

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 ayat (1) tentang Perkebunan yang menyatakan
pengembangan perkebunan diselenggarakan secara
berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial
budaya dan ekologi;

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019 - 2024,
yang menyatakan Gubernur menyusun Rencana Aksi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi
penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai
kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan
perkebunan kelapa sawit;

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur
Sumatera Utara khususnya pada misi pertama yaitu Sumatera
Utara yang bermartabat dalam kehidupan, dan sejalan dengan
program prioritas yaitu meningkatkan daya saing melalui
sektor agraris dan pariwisata maka perlu ditetapkan Rencana
Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Provinsi
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2020 - 2024;



Mengingat

1.

4.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor S tahun 1990 Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41  Tahun 1999  tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



10.

52 18

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik /
Online single Submission (OSS);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan
kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable
Palm Oil/ISPO);



Menetapkan

18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROVINSI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2020 - 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
.8

i L L

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sumatera Utara.

Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/Lembaga/unit
pelaksana teknis yang menjadi kunci (leading sector)] dalam
pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan
kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya

dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
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Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan
perkebunan.

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang
dari 25 ha.

Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang
mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan
pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,
modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat
dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran
tanaman perkebunan.

Usaha perkebunan kelapa sawit adalah wusaha yang
menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah
sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak
ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
dan data yuridis.

Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian
dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa
sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam
rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk
mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap
masalah lingkungan.

Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh
Menteri Kehutanan sesuai dengan SK penunjukkan terakhir
tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara.



20. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik
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22.

secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam
dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media
tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati
hak, belum dilekati hak atau bekas hak.

Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai RAP-
KSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai
kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas,
nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera
Utara dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya dan
ekologi.

Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI) Provinsi
Sumatera Utara yang selanjutnya disebut FoKSBI Sumut. adalah
forum multi-pihak untuk meningkatkan sinergitas dan
keselarasan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah agar Rencana Aksi Provinsi

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara ini

bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. untuk melaksanakan INPRES Nomor 6 Tahun 2019.

b. untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan Sumatera Utara yang lebih terarah dan terintegrasi

dan pelaksanaannya mendapat dukungan para stakeholder.



Pasal 4

Visi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera
Utara adalah: “Mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera
Utara yang Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan
Bermartabat”.

Pasal 5

Misi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Sumatera Utara diarahkan pada intensifikasi pengelolaan kebun,
pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan,
penguatan kelembagaan dan kemitraan, perlindungan sumber daya,
pengembangan agro industri perkebunan serta peningkatan
penerapan standardisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan, melalui:

1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan

infrastruktur.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan  sertifikasi

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Oil/ ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk

kelapa sawit.

Pasal 6

Ruang Lingkup RAP-KSB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 -
2024 dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat dan
berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan,
keharmonisasian serta berkeadilan sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing dengan rincian sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.



BAB 11
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Sumatera Utara adalah:

a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan
kelapa sawit berkelanjutan;

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil
kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga
kelestarian alam;

d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan
memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi
jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;

f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit
mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan
perkebunan dan badan usaha lainnya;

g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan,
pasar dan investasi bagi pekebun;

h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan di sektor kelapa sawit;

i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor

untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan

bertujuan untuk:

a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan di Sumatera Utara dan mendukung pemerintah
mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun
2024.



b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai
pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan
pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera

Utara.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan RAP-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim
Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, yang terdiri
dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan
dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan
para pihak terkait (stakeholders) perkebunan kelapa sawit sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah FoKSBI Provinsi Sumatera Utara.

(3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan = pengawasan
terlaksananya RAP-KSB yang didelegasikan kepada Dinas.

(4) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAP-KSB kepada
Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-

waktu diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan RAP-KSB bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM

APRILL, SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003




LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR

14 TAHUN 2020

TANGGAL 13 MEI 2019

RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 - 2024

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

| perusahaan dan
| masyarakat di
| lokasi perkebunan

1 | Penguatan | 1.1 Pendataandan | 1.1.1 Tersedianya data 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan i, Bappeda
| data dasar | pemetaan lokasi | pekebun (luas lahan, ' | : £ -
| perkebunan | pekebun umur tanamarn, B st qugktlngan dip
| kelapa :i | produktivitas, .| 3. Ks.mtar wilayah ATR/BPN
| sawit ! | penggunaan bibit ! 4. Dinas Kehutanan
| untuk | . bersertifikast dan 5. Biro Perckonomian
| dukungan | keikutsertaan dalam | 6. Dinas Komunilasi
| tata kelola | kelembagaan petani, | dan Informatika
| perkebunan | kemitraan yang telah | 7. Dinas Ketahanan
| vang lebih | dijalin, dan kondisi |  Pangan den Peternakan
| baik | eksisting kelompok | 8. Badan Pusat Statistik
| | pekebun terkait dengan | 9, Pelaku Usaha
| | Prinsip & Kritlen'a ISPO) Perkebunarn
? | g peta fael . 10. Asosiasi (GAPKI
[ konsolidasi di setiap Sumut. APKASINDO
| kabupaten sentra kelapa | Su mut’ SAMADE
| sawit di Sumatera Utara | Su mut§
dengan data dasar vang | 11. BPTP S '
dapat diperbaharui 3 S
secara berkala 12. BBPPTP Medan
13, PPKS
14. Akademisi
15. CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
| Ekosistem Lestari,
|_ Yayasan Inisiatif Dagang
Hijau)
1.2 Menyediakan 1.2.1 Tersedianya | 2020 - 2024 | Bappeda 1. Dinas Perkebunan
data pendukung data pendukung | 2. Dinas SDA Cipta
yang diperlukan yang diperlukan | | Karya dan Tata
untuk untuk | ! Ruang
pemutakhiran pemutakhiran informasi | I 3. Pelaku Usaha
Informasi Geospasial Tematik (IGT) | I Perkebunan
Geospasial Tematik | tutupan kebun kelapa | | iy
{IGT) tutupan kebun | sawit | ! 4. Asosiasi (GAPK]
[ eiiates o | [ Sumut, APKASINDCG
[SEeRySan - Sumut, SAMADE)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR
2 | Pembinaan | 2.1 Kompilasi dan | 2.1.1 Tersedianya IGT | 2020 - 2024 | Kantor Wilayah | 1. Dinas SDA Cipta
penvelenggara | pengintegrasian IGT | kebun sawityang | ATR/BPN | Karya dan Tata
an Informasi | tutupan kebun sawit | terintegrasi, termasuk | Ruang
Geospasial dari berbagai informasi yang terkait | | 2. Dinas Perkebunan
Tematik (IGT) | dinas/lembaga dengan peruntukan 3. Dinas Kehutanan
tutupan terkait perkebunan | kawasan hutan atau : ; i
kebun kelapa | kelapa sawit pangan lestari. | | 4. Dinas Lingkungan Hidup
sawit | |
2.2 Melakukan 2.2.1 Tersedianya | 2020 - 2024 Bappeda 1. Dinas SDA Cipta
pelatihan fasilitator pemetaan Karya dan Tata
pemetaan partisipatif l Ruang
| partisipatif bagi | 2. Dinas Perkebunan
| | organisasi 2.2.2 Terlaksananya , 3. Dinas Kehutanan
| | perangkat daerah pemetaan partisipatif di | : . .
i | terkait, daerah percontohan ! #: Dinas Lisgeungan tiaop
l




A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

kelapa sawit
berkelanjutan di
tingkat provinsi
dan kabupaten /

kota penghasil
kelapa sawit

Ll == = B = T R
g v R e

[
P

=
W

Peningkatan | 3.1 Melaksanakan 3.1.1 Terlaksananya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Bappeda
sosialisasi | sosialisasi berbagai | program e ' 2. Dinas Komunikasi dan
regulasi dan | peraturan dan penyadartahuan | | Infarmatilca
kebijakan | kebijakan yang peraturan dan kebijakan | i
terkait usaha | terkait dengan vang terkait dengan | 3. Dinas Kehutanan
perkebunan | pembangunan pembangunan | 4. Kantor Wilayah ATR/BPN
kelapa sawit | kelapa sawit perkebunan kelapa | 5. Dinas Lingkungan Hidup
berkelanjutan | berkelanjutan sawit berkelanjutan | 6. Dinas Koperasi dan UKM
bagi pekebun sesuai strategi minimal setahun sekali 7. Dinas Tenaga Kerja
dan pemangku | komunikasi dan di Sumatera Utara { % Pelalai Uiabia
kepentingan | rencana sosialisasi i
Jainnya _ ; Perk!?bpnan
5 | | 9, Asosiasi (GAPKI Sumut,
| APKASINDO Sumut,
! ; SAMADE Sumut)
I | 10. PPKS
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR
| Peningkatan 4.1 Meningkatkan | 4.1.1 Pertemuan 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Bappeda
| sinergitas antar | koordinasi antar | koordinasi antar dinas/ 2. Bira Pereonomian
| kementerian / |I instansi pemerintah | lembaga dilaksanakan 3. Dinas Komunikasi
| Lembaga/ daerah dan lembaga | minimal 2 kali setahun dan Informatika
pemerintah terkait melalui | yang difasilitasi oleh 4 Dinis Behthtaan
| daerah dalam FoKSBI Sumatera FoKSBI Sumut ;
| hubungannya | Utara 5 K?ntor ‘.Wﬂayah ATR ,’ BPN
| dengan usaha | 6. DinasLingkungan Hidup
perkebunan | | 7. Dinas Koperasi dan UKM
kelapa sawit | | 8. Dinas Tenaga Kerja
|_ | 9. Badan Pusat Statistik
{ | | 10. Biro Hukum
i | 11, Dinas Perindustrian
| | dan Perdagangan
| 12. Dinas Penanaman Modal
| : dan PTSP
| | 13. CS0/LSM (Conservation
| | International, Yayasan
| | Ekosistem Lestari, Yayasan
| | Inistiatif Dagang Hijau)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR
Pembentukan 5.1 Pendampingan 5.1.1 Terbentuknya |[ 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Bappeda
tim pelaksana dalam pembentukan | FoKSBI di 14 | 2 Biro Perekonomian
daerah dalam FoKSBI di tingkat kabupaten sentra I 1 Dinas Koo st s
bentuk forum kabupaten kelapa sawit { Informatika
multipihak Dinas Kehutanan

Kantor Wilayah ATR/BPN
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Tenaga Kerja
Badan Pusat Statistik

. Biro Hukum

. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

. Dinas Penanaman Modal

dan PTSP

. CS0O/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)




A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan
jalan untuk
mendukung
kualitas
usaha
perkebunan
kelapa sawit

6.1 Membangun
dan meningkatkan
kualitas jalan vang
diperlukan di
kabupaten/kota
penghasil kelapa
sawit, terutama di
wila,

yah
perkebunan rakyat

6.1.1 Terbangunnya
jalan yang memenuhi
standar di kabupaten/
kota penghasil kelapa
sawit, terutama di
rakyat

2020 - 2024

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

i

Bappeda

2. Kantor Wilayah ATR/BPN

3

o w

Dinas SDA Cipta
Karya dan Tata

Ruang

Dinas Perkebunan
BPDPKS

Pemerintah Kabupaten

6.2 Inventarisasi
kebutuhan sarana

dan prasarana

6.2.1 Tersedianya
daftar sarana dan
e

2020 - 2024

Dinas Perkebunan

ou AW

0 N

Bappeda

BBPPTP Medan

BPTP Sumut

PPKS

BPDPKS

Asosiasi (GAPKI

Surmut, APKASINDO
Sumut, SAMADE)
Akademisi

CS0O/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

6.3 Menfasilitasi
sarana prasarana
untuk pekebun

6.3.1 Tersedianya
sarana dan prasarana
untuk pekebun

2020 - 2024

Dinas Perkebunan

Sl e G 1k

Bappeda

BBPPTP Medan
BPTP Sumut

PPKS

BPDPKS
Pemerintah Kabupaten
Pelaku

Usaha

Perkebunan
Asosiasi (GAPKI
Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE]
Perbankan

Akademisi

. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

koordinatif

7.1 Membentuk 7.1.1 Terbentuknya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1, Bappeda
kelompok kerja kelompok kerja antar 2. Kantor Wilayah ATR/BPN
antar instansi instansi dalam upaya 3. Dinas Lingkungan Hidu
dalam upaya peningkatan kepatuhan AR P
peningkatan hukum 4. Dmas Kch“m.
kepatuhan hukum 5. Dinas Tenaga Kerja
{ 6. Dinas Komunikasi
dan Informatika
7.2 Melakukan 7.2.1 Meningkatnya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Bappeda
pembinaan kepada | kepatuhan hulum 2. Kantor Wilayah ATR/BPN
g-leel:icu usaha untuk | oleh pelaku usaha 3. Dinas Lingkungan Hidup
m@m’mm_m’mg 4. Dinas Kehutanan
kepatuhan hukum 5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Komunikasi
dan Informatika
7. Kepolisian Daerah Sumut
8. Kejaksaan Tinggi Sumut

o

Pemerintah Kabupaten




B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

T
|

bersertifikat

|

kapasitas dan

pekebun dalam

8.1 Melaksanakan i 8.1.1 Meningkatnya

| sosialisasi dan road | pengetahuan
| show bagi pekebun | pekebun tentang

tentang penggunaan
benih bersertifikat di
14 kabupaten

| sentra kelapa sawit

| penggunaan benih
| bersertifikat di 14

| kabupaten (75.000
| pekebun)

|

|

| 2020 - 2024 | BBPPTP Medan

Dinas Perkebunan

. Dinas Komunikasi

dan Informatika

. BPTP Sumut

BFDPKS

. Produsen benih

kelapa sawit
Pelaku Usaha
Perkebunan

. Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

Akademisi

. CS0O/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

8.2 Meningkatkan
pengawasan dalam
penyediaan dan
peredaran benih
bersertifikat sampai

8.2.1 Terlaksananya
penyediaan dan
peredaran benih
bersertifikat sampai
| lokasi tanam di 14
kabupaten

i

| 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan
|

|

. BBPPTP Medan
. Dinas Komunikasi

dan Informatika

. BPTP Sumut
. Produsen benih

kelapa sawit

. Pelaku Usaha

Perkebunan

. Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

. Akademisi
. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

8.3 Mengembangkan
program waralaba

benih di berbagai
lokasi sentra kelapa

8.3.1 Tumbuh dan
berkembangnya
waralaba benih
bersertifikat di
kabupaten sentra
kelapa sawit (5
waralaba baru)

l

BBPPTP Medan

. Dinas Perkebunan
. Dinas Komunikasi

dan Informatika

. BPTP Sumut
. Produsen benih

kelapa sawit

. Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

. Akademisi
. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

8.4 Meningkatkan
| pengawasan dalam
| penyediaan dan
peredaran benih

| 8.4.1 Penggunaan
| benih bersertifikat
| untuk kegiatan
l replanting dan

| pengembangan (sebesar '

| 100%)
1

Dinas Perkebunani a3
| 2. Dinas Komunikasi

BBFPPTP Medan

dan informatika

. BFTF Sumut

Produsen benih
kelapa sawit
Pelaku usaha
Perkebunan

. Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumutj

Akademisi

. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)




B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

Peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas

| pekebun dalam
| menerapkan
praktik
budidaya vang
baik (Good
Agricultural
Practices / GAP)

9.1 Meningkatkan
partisipasi dan
sumberdaya dari
sektor swasta/

| perusahaan
perkebunan dalam
penyelenggaraan
kegiatan GAP

| 9.1.1 Semua

| perusahaan

| perkebunan kelapa

| sawit berkontribusi
pada pelatihan

penerapan GAP bagi
pekebun swadaya

|

|

|

2020 - 2024

Dinas Perkebunan ! 1

| 2.

|

o

Pelaku Usaha
Perkebunan

Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

PPKS

Lembaga Pelatihan
Akademisi

CSO/LSM [Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

| 9.2 Melaksanakan
| bimbingan teknis

| dan pelatihan GAFP
. di tingkat

| kabupaten

19.2.1 Meningkatnya
jumlah dan kualitas

| kegiatan bimbingan

| teknis dan pelatihan

GAP bagi 500

kelompok pekebun di
14 kabupaten

2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1.

I

oW

Pelaku Usaha
Perkebunan

Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

PPKS

Lembaga Pelatihan
Akademisi

C30/L3M (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijauj

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

10

Peningkatan
akses
pendanaan
peremajaan
tanaman bagi
pekebun

10.1 Sosialisasi ! 10.1.1 Terinformasikan- % 2020 - 2024 | Dinas Perkebunmq‘ 1. BPDPKS
gfa pendanaan | ig;i é;}(eslfesbpu;ndﬂﬂaaﬂ i | | 2. BBPPTP Medan
i | |
pendampingan { | { | % Perbank_an
penyiapan 10.1.2 Meningkatnya | | Ji%: - SOBEGAR
persyaratan jumlah pekebun | | | 5. Lembaga Keuangan (LK)
administrasi | yang memperoleh . | 6. Otoritas Jasa
pendanaan bagi | dana peremajaan | | Keuangan (OJK]
pekebun kelapa sawit | 7. Pelaku Usaha
i | , Perkebunan
_ | | 8. Asosiasi (GAPKI
i | i' | Sumut, APKASINDO
| | | | Sumut, SAMADE
. ; | Sumut)
| 10.2 Meningkatkan | 10.2.1 Meningkatnya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1, Dinas Kehutanan
e e s /2 Dinas Linglungan fidup
| | | i
| memenuhi persyaratan untuk | {2 antos Vilasnl ATRUSEN
| persyaratan untuk | mendapatkan 4. BPDPKS
| mendapatkan rekomendasi teknis 5. Perbankan
rekomendasi teknis | peremajaan kelapa 6. Pemerintah kabupaten
| peremajaan kelapa | sawit rakyat di 14 7. Pelaku Usaha
| sawit rakyat kabupaten Petkebunan
i 8. Asosiasi Petani (GAPKI
! Sumut, APKASINDO
| Sumut, SAMADE
{ Sumut)
! 10.3 Melakukan 10.3.1 Tersedianya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Kehutanan
evaluasi laporan evaluasi
.l pemanfaatan dana | permasalahan dan : g;g_;:—c:f'l Eyah AR B
| peremajaan sawit rekomendasi usulan !
rakyat tindak lanjut terkait 4. Perbankan
pemanfaatan dana 5. Pemerintah Kabupaten
| peremajaan sawit 6. Pelaku Usaha
| rakyat di 14 Kabupaten Perkebunan
‘ 7. Asosiasi (GAPKI
Sumut, APKASINDO

Sumut, SAMADE
Sumut)




B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

11

| Percepatan
| pembentukan

| dan penguatan |

| kelembagaan
pekehu.n

| 11.1 Sosialisasi

| dan bimbingan
| pemerintah dan
| perusahaan

l dalam

| pembentukan
| dan
| peningkatan kinerja |

kelembagaan
pekebun.

1 11.1.1 Terlaksananya

| kegiatan sosialisasi
dan bimbingan

| tentang kelembagaan

| pekebun di 14
kabupaten sentra

| kelapa sawit

2020 - 2024

| Dinas Perkebunan | 1,

{3
4,
| 5:
| &

L 2

Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Kehutanan

Kantor Wilayah ATR/BPN
Perbankan

BPDPKS

Pelaku Usaha
Perkebunan

Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE

Sumut)

CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau]

monitoring dan
evaluasi kemitraan
usaha antara
perusahaan dan
lembaga pekebun

laporan rekomendasi
hasil monitoring dan
evaluasi kemitraan
usaha antara
perusahaan dan
Lembaga pekebun
secara berkala di 14
kabupaten sentra
kelapa sawit

10.

f
|
{
11.2 Pembentukan | 11.2.1 Meningkatnya | 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Koperasi dan UKM
dan penguatan jkue:iﬂlal; dan kapsl.csgit}as i 2. Dinas Kehutanan
kelemba emba, ekebun ;
pektbung;:r?g di 14 kabgﬁggén sentra 3. Kantor Wilayah ATR/BPN
berkesinambungan kelapa sawit 4. BPDPKS
5. Perbankan
6. Pemerintah Kabupaten
7. Pelaku Usaha
Perkebunan
8. Asosiasi (GAPKI
Sumut, APKASINDO
| Sumut, SAMADE
|  Sumut
| 9. CSO/LSM (Conservation
i | International, Yayasan
| |  Ekosistem Lestari,
| | Yayasan Inistiatif Dagang
| | | Hijau)
11.3 Memfasilitasi | 11.3.1 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Koperasi dan UKM
kenﬁ;_rahaan ar{xitara i Berkcmbxg:g,{ra i | 2. Dinas Kehutanan
rusahaan den | am aan ] 0
glompnk pekeblgxin | 5;.‘";%’ telah berjalan 5 i gapgt;fm“’ﬂayah ATR/BPN
| baik dengan ! ;
| kelompok pekebun | 5. Perbankan
yang belum bermitra | 6. Pemerintah Kabupaten
11.4 Melakukan 11.4.1 Tersedianya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | [ Pelaku Usaha

Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE)
Akademisi

CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatilf Dagang
Hijau)

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

12

Peningkatan
penyuluhan
pertanian di
kawasan sentra
produksi kelapa
sawit

12,1 Melakukan
pemutakhiran
jumlah tenaga
penvuluh pertanian
bidang perkebunan
meliputi Aparatur
Sipil Negara (ASN},
swadaya

| masyarakat dan

| perusahaan secara

| berkala

12.1.1 Tersedianya data 2020 - 2024 ' Dmas Perkebunem =

| terkini jumlah tenaga i
| penyuluh pertanian !
bidang perkebunan |
meliputi ASN, swadaya |
masyarakat dan |
perusahaan di 14
kabupaten sentra
kelapa sawit

Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Pemerintah Kabupaten
Pelaku Usaha
Perkebunan

Asosiasi (GAPKI
Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

|

| 12.2 Meningkatkan

. | jumlah pelarihan

| untuk

| meningkatkan

kompetensi
nyuluh pertanian
idang perkebunan

meliputi ASN,

swaraya

masyarakat dan

perusanaan

12.2.1 Meningkatnya
| jumlah pelatihan bagi
| penyuluh pertanian

| bidang perkebunan di
| 14 kabupaten sentra
kelapa sawit secara
berkala

2020 - 2024

Dinas Perkebunan | 1.
[

Dinas Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Dinas Ketahanan
Pangan dan

Peternakan

Pemerintah Kabupaten
Pelaku Usaha
Perkebunan

Asosiasi (GAPKL

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE)
C80/LSM [Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayaean Inistiatif Dagang
Hijau)




12.3
Meningkatkan
peran serta

| penyuluh swadaya

masvarakat dan
perusahaan dalam
penyuluhan bagi
pekebun kelapa
sawit

| 12.3.1

Terlaksananya
penyuluhan kepada
pekebun kelapa l
sawit oleh penyuluh
swadaya
masyarakat
dan perusahaan di 14 |
kabupaten sentra
kelapa sawit ‘
|

2020 — 2024 | Dinas Perkebunan | 1.
1

|
|
|

Dinas Tanaman

Pangan dan
Hortikultura
Pemerintah Kabupaten
Pelaku Usaha
Perkebunan

Asosiasi (GAPKI

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE]
CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

13 | Peningkatan

| upaya konservasi
keanekaragaman
hayati dan
lansekap
perkebunan

13.1 Sosialisasi 13.1.1 Pemangku 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan | 1. Bappeda
Peraturan kepentingan memahami dan BBKSDA 2. Dinas Perkebunan
Menteri LHK pedamsn e ngen 3. Kantor Wilayah ATR/BPN
| %’?ii?ﬁigpedﬂm KEE 4: Dinas Konitnikast
T ur =
Kawasan E':?:;sistem 5 ﬁ;sfounauka
Esensial di tingkat . Bk bt ayaint
provinsi dan Masyarakat Desa
| kabupaten 6. Dinas Penanaman
; Modal dan PTSP
; 7. BPDASHL - WU
| 8. BPDASHL-AB
| i 9. Pelaku Usaha
; [ Perkebunan
| { 10. Asosiasi (GAPKI
| | Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut )
11. Akademisi
12. CSO/LSM [Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan [nistiatif Dagang
Hijauj
1 13.2 Menyusun | 13.2.1 Adanya profil 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan | 1, Bappeda
| profil potensi | potensi | dan BBKSDA 2. Dinas Perkebunan
| Keanckaragaman | geanekaragaman i 3. Kantor Wilayah ATR/BPN
| Hayati (Renat) | Hayati dan RIP Kehati ! 4. Dinas Komunikasi
dan Rencana | termasuk dokumen | ! dan Informatika
Induk Pengelolaan | peneclolaan kehati E 5. Dinas
Keanekaragaman | gaerah dan hasil I Pemberdayaan
Hayati Provinsi monitoringnya di 14 | Masyarakat Desa
Sumatera Utara (RIP| 1apypaten sentra | e inas Dot e
Kehati), termasuk kelapa sawit di Modal dan PTSP
membantu dalam Sumatera 7. BPDASHL-WU
penyediaan data, Utara (Gajah " BPDASHL - AB
PTOSEN Sumatera, Orang o &
*
perencanaan, Utan Tapanuli, Orang 9. Pelaku Usaha
implementasi, Utan Sumatera, Perkebunan
pemantauan dan | Harimau Sumatera, 10. Asosiasi (GAPKI
evaluasinya dan lain-lain spesies Sumut, APKASINDO
| endemik Sumatera Sumut, SAMADE)
|, Utara) { 11. Akademisi
{ ; 12. CSO/LSM (Conservation
| ' International, Yayasan
| . : Ekosistem Lestari,
| | Yayasan Inistiatif Dagang
| { Hijau]
13.3 |13.3.1 | 2020 — 2024 | Dinas Kehutanan | 1. Bappeda
Mengevaluasi | Tersedianya hasil dan BBKSDA 2. Dinas Perkebunan
dan mengukur pengukuran 3. Kantor Wilayah ATR/BPN
tingkat pemantauan lingkungan 4. Dinas Komunikasi
:C;;?;};if_jﬂt‘:‘;i yang melibatkan dan Informatika
KEE dan ABKT partisipasi publik > Ee‘rtﬁ’ge s
| dalam upaya | Masyarakat Desa
| konservasi | 6. Dinas Penanaman
| keanekaragaman | Modal dan PTSP
'= ha&’atlic:‘ | 5 | 7. BPDASHL - WU
?gicébuian | | 8. BPDASHL - AB
kelapa sawit 9. Pelaku Usaha
Perkebunan
10. Asosiasi (GAPKI
Sunmmut, APFKASINDO
' | | : Sumut, SAMADE
| | Sumut)
' 11. Akademisi
12. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yavasan Inistiatif Dagang
Hijau)




mata air

sempadan sungai
dan perlindungan
mata air

13.4 Berperan aktif | 13.4.1 2020 — 2024 | Dinas Lingkungan | 1. Kantor Wilayah ATR/BPN
dalam Terlaksananya Hidup 2. Dinas SDA Cipta
implementasi pengelolaan Karya dan Tata
rencand lahan gambut Ruang
perlindungan berkelanjutan di | 3, Dinas Perkebunan
dan pengelolaan perkebunan . I 4. Pelaku Usaha
| lahan gambut Aziaps Sawit | Perkebunan
| berkelanjutan | ! 5. Asosiasi (GAPKIL
| , | Sumut, APKASINDO
| [ Sumut, SAMADE
| Sumut)
i | _ | CSO/LSM (Conservafion
| [ | | | International, Yayasan
’ ' ' | Ekosistem Lestari,
! | Yayasan Inistiatif Dagang
i ! Hijau)
13.5 13.5.1 Seluruh 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan | 1. Bappeda
Melaksanakan perusahaan dan BBKSDA 2. Kantor Wilayah ATR/BPN
rehabilitasi dan melakukan 3. Pelaku Usaha
restorasi kegiatan a
' sempadan sungai | rehabilitasi dan : p i"rk‘ﬁ‘b"?“gnﬂpm
| dan perlindungan restorasi ! e DSOS |

Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)

CSO/LsSM
(Conservation
International,
Yayasan Ekosistem
Lestari, Yayasan
Inistiatil Dagang
Hijau)

| s

e

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

14

Pelaksanaan

TICE|
kebakaran hutan
dan lahan

14.1 Memfasilitasi
sarana dan

14.1.1 Tersedianya
sarana prasarana

2020 - 2024 ' Dinas Perkebunan

1. Dinas Kehutanan
2. Dinas Lingkungan Hidup

prasarana untuk untuk pekebun | 3. Dinas Komunikasi dan
pekebun dalam yang menerapkan :| Informatika
penerapan PLTB di | 4. Badan Penanggulangan
Pembukaan Lahan | kabupaten/kota | Beneana Daerah
Tanpa Bakar penghasil kelapa sawit |
(PLTB) yang rawan kebakaran i
| 14.2 Melakukan 14.2.1 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan| 1. Dinas Kehutanan
Sosialisasi tentang | Ters¢élenggaranya 2. Dinas Lingkungan Hidup
peraturan dan kegiatan sosialisasi 3. Bappeda
teknis PLTB di kepada para pihak di E .
| lokasi pelaku usaha | sektor perkebunan 4 Iéii_mtor Wﬂa}ra_h AT{ﬁPN
perkebunan | kelapa sawit di kebun | ' = Infnas Kox_knumlmm
| sentra kelapa sawit \ ormatika
| tentang peraturan | | 6. BBKSDAE
dan teknis PLTB serta | 7. BPDASHL - WU
teknis pencegahan | | 8, BPDASHL - AB
kebakaran hutan dan } | 9. Pelaku Usaha Perkebunan
lahan minimum satu | 10. Asosiasi (GAPKI Sumut,
tahun sekali di setiap | | APKASINDO Sumut.
kabupaten | SAMADE Sumut)
11. Akademisi
12. CSO/LSM {Conservation
International, Yavasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)
| |
14.3 Menyusun , 14.3.1 Tersedianya | 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan| 1. Dinas Lingkungan Hidup

peta kerawanan
kebakaran kebun
dan lahan

peta kerawanan

kebakaran kebun dan

lahan

2. Bappeda

3. Dinas Kehutanan

4. Kantor wilayah ATR/BPN

5. Dinas Komunikasi dan

Informatika

6. BBKSDAE

7. BPDASHL - WU

2 BPDASHL - AB

9, Pelaku Usaha Perkebunan

| 10. Asosiasi {GAPKSI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)

| 11. Akademisi

| 12. CSO/LSM (Conservation

‘ International, Yayasan

|

Ekosistern Lestari, Yayasan
Inistiatif Daganhg Hijau)




T
|

| 14.4. Membentuk | 14.4.1 Seluruh 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan | 1. Dinas Lingkungan Hidup
brigade darkarhutla | perusahaan memiliki 2. Bappeda
| di perusahaan brigade darkarhutla g B
l perkebunan yang memiliki ; —
i pengetahuan, keahlian 4. Kantor Wilayah ATR/BPN
| dan ketrampilan 5. Dinas Komunikasi dan
Informatika
6. BBKSDAE
7. BPDASHL - WU
| | 8. BPDASHL - AB
9. Pelaku Usaha Perkebunan
10. Asosiasi (GAPKI Sumut.
APKASINDO Suraut,
SAMADE Sumut)
11. Akademisi
12. CS0O/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistemn Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)
14.5 Mendirikan 14.5.1 Tersedianya 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan | 1. Dinas Lingkungan Hidup
menara api untuk menara api untuk 2. Bappeda
deteksi dini mendeteksi dini e R
kebakaran kebakaran di 14 R :
kabupaten sentra 4 I\Qﬂtﬁl" Wﬁavah ATR J/BPN
kelapa sawit 5. Dinas Komunikasi dan
Informatika
6. BBKSDAE

7. BPDASHL - WU

8. BPDASHL - AB

9, Pelaku Usaha Perkebunan

10. Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)

11. Akademisi

12. CSO/LSM {Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)

14.6 Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kewajiban setiap
perusahaan
perkebunan untuk
pengendalian
kebakaran hutan,
lahan dan kebun

| 14.6.1 Tersedianya
laporan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan
kewajiban setiap
perusahaan
perkebunan untuk
pengendalian
kebakaran hutan,
lahan dan kebun

1
1
|
1
i

| 2020 - 2024 [ Dinas Perkebunan

l 1. Dinas Kehutanan
| 2. Dinas Lingkungan Hidup
l 3. Dinas Tenaga kerja

| 4. Badan Penanggulangan
[ Bencana Daerah

hasil pemantauan
titike api (hotspot}
kebalaran lahan

| dan kebun

| pemantauan titik api

{

{hotspot] ke
berkala

|
|
| lahan dan kebun secaral
[
|

14.7 14.7.1 Terbentuknya 2020 — 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Kehutanan
Meningkatkan Kelompok Tani i § Hi
ketja sema Peduli Api (KTPA) di s fl:iigk‘mg”‘mj‘a iy
Kelompok Tani sekitar perkebunan 4 Vadan o8h
Peduli Api (KTPA) kelapa sawit :
yang terletak di Bencana Daerah
sekitar
perkebunan 14.7.2 Terlaksananva
kelapa sawit kerja sama '
untulk perusahaan
mencegah perkebunan kelapa
kebakaran sawit dengan KTPA
hutan, lahan yang terletak di
dan kebun sekitar perkebunan

kelapa sawit untuk

mencegah kebakaran

hutan, lahan dan

kebun
14.8 14.8.1 Terlaksananya | 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan | 1. Badan Penanggulangan
Menindaklanjuti | tindak lanjut hasil Bencana Daerah

2. Dinas Lingkungan Hidup
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15 | Penurunan emisi| 15,1 Melakukan 14.6.1 Tersedianya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Kehutanan
Gas Rumah inventarisasi laporan monitoring dan ; : 2. Bappeda
Kaca (GREK) simpanan karbon evaluasi pelaksanaan 3, Dinas Perkebunan
secara lintas dan emisi GRK ‘kewajiban setiap i ' '.
sektor di kebun | pada perkebunan perusahaan 4+ Ki_mtor Wllqya_h ﬂ?R! BPN
dan lahan secara periodik perkebunan untuk 5. Dinas Komunikasi
pengendalian dan Informatika
kebakaran hutan, 6. BBKSDAE
lahan dan kebun 7. BPDASHL -WU
8. BPDASHL - AB
9. Pelaku Usaha Perkebunan
10. Asosiasi (GAPKI
Sumut, APKASINDO
Sumut, SAMADE
Sumut)
11. Akademisi
12, CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)
15.2 14.7.1 Terbentuknya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Kehutanan
Melaksanakan Kelompok Tani 2. Bappeda
kegiatan-kegiatan Peduli Api (KTPA) di 3 Dieas Detabanan
mitigasi sekitar perkebunan ; 5
penurunan emisi kelapa sawit 4. Kantor Wilayah ATR/BPN
GRK secara 5. Dinas Komut;xks&l
terintegrasi di 14.7.2 Terlaksananya dan Informatika
perkebunan kelapa | kerja sama 6. BBKSDAE
sawit perusahaan 7. BPDASHL- WU
perlfebunan kelapa 8. BPDASHL - AB
sawit dengan KTPA 9. Pelaku Usaha Perkebunan
yang terletak di 10. 10.Asosiasi (GAPKI
fﬁm Pe"lffb“ﬂﬂ; Sumut, APKASINDO
u;'-‘mg:;&w‘;g“m ém Sumut, SAMADE Sumut)
A o dalanm: 11. Akademisi
ek, 12, CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inistiatif Dagang
Hijau)

Gy

T
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16

MRV
{measurement,
reporting, and
verification) /
pengukuran,
pelaporan dan
verifikasi potensi
penurunan emisi
Gas Rumah
Kaca (GRK) di
perkebunan
kelapa sawit

16.1 Melaksanakan | 14.6.1 Tersedianya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Kehutanan
MRV potensi 1apmar;l monitoring 2. Dinas Perkebunan
penurunan emisi | dan evaluasi 3. Pelaku Usaha Perkebunan
GRK di perkebunan | pelaksanaan 4. Asosiasi (GAPKISumut,
kelapa sawit kewajiban setiap APKASINDO Sumut
& L

pﬁp&kuesalbun@ml e SAMADE Sumuft)

pengendalian

kebakaran hutan,

lahan dan kebun
16.2 Meningkatkan | 16.2 Meningkatkan | 2020 — 2024 | Dinas Li 1. Dinas Kehutanan
‘kapasitas kapasitas sumberdaya Hidup 2. Dinas Perkebunan
sumberdaya manusia dalam 3. Pelaku Usaha Perkebunan
manusia dalam penurunan emisi GRK 4. Asosiasi (GAPKI Sumut

penurunan emisi
GERK

APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)




C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

17 | Peningkatan 17.1 Melakukan : P 12020 - 2024 | Kantor Wilayah | 1, Dinas Kehutanan
pemanfaatan identifikasi lahan | Tersedianya data | ATR/BPN 2. Dinas Perlebunan
lahan kritis kritis di perkebunan | lahan kritis di | | | 3 Dinas Lin Sovagan Lidy
sebagai upaya | kelapa sawit perkebunan | g g P
penurunan i kelapa i [
emisi gas rumah | sawit yang [ {
| kaca di | diperbaharui secara | 5 !
perkebunan | berkala | | |
kelapa sawit | |
17.2 Melakukan 17.2.1 Tersedianya I 2020 - 2024 | Kantor Wilayah | 1, Dinas Kehutanan
kajian sosial, | hasil kajian tentang | ATR/BPN | 2. Dinas Perkebunan
ekonomi dan | sosial, ekonomi dan | : ; L
ekologi serta ekologi serta ] 2 g “i0) LSME - an Hidup
kesesuaian lahan kesesuaian lahan ES /LSM (Conservation
kritis untuk kritis untuk rencana [ | International, Yayvasan
rencana pemanfaatan | f Ekosistem Lestari, Yayasan
pemanfaatan I Inistiatif Dagang Hijau)
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
18 | Pemanfaatan | 18.1 T An 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Lingkungan Hidup
| limbah kelapa | Mengembangkan Tersedianya i 2. Dinas Kehutanan
| sawit untulk strategi business strategl business 3. Dinas Perindustrian dan
| peningkatan to business to business dai'a.m Perdagangan
TR it | dalam pemanisatan limbah 4, Dinas Koperasi dan UKM
| ekonomi faatan kelapa sawit 5. PPKS
? limbah kelapa sawit ;
| | §. BPDPKS
'= 7, Pelaku Usaha Perkebunan
{ ! 8. Asosiasi (GAPKI Sumut,
| | APKASINDO Sumut,
| SAMADE Sumut)
! : |
| | 18.2 Meningkatkan | 18.2.1 Meningkatnya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan 1. Dinas Lingkungan Hidup
| | integrasi perkebunan | jumlah perusahaan 2. Dinas Kehutanan
| . kelapa sawit dan | yang mengintegrasikan 3. Dinas Ketahanan Pangan
I | peternakan | perkebunan kelapa | dan Peternakan
| sawit dan peternakan | 4. BPDPKS
{ | | 5. Pelaku Usaha Perkebunan
I | 1 6. Asosiasi (GAPKI Sumut,
| | | APKASINDO Sumut,
‘ | SAMADE Sumut)
i .- 7. CSO/LSM (Conservation
| { International, Yayasan
J Ekosistem Lestari, Yayasan
l | Inistiatif Dagang Hijau)
18.3 18.3.1 Tersedianya 2020 - 2024 . Dinas 1. Bappeda
| Melaksanakan hasil pemantauan | Lingkungan Hidup | 2. Dinas Perkebunan
i pemantauan dan pengawasan [ ! 3. PPKS
dan pengawasan terhadap ;
terhadap pelaksanaan 4. Pelalsu l_Jsaha Perkebunan
| pelaksanaan Dokumen 5. Asosiasi (GAPKI Sumut,
Dokumen Lingkungan Hidup gﬁgﬁ%ﬂgﬁgmt'
| Lingkungan Hidu;
| | . | 6. Akademisi
f | 7. CSO/LSM (Conservation
: 1 : International, Yayasan
[ | ' Ekosistem Lestari, Yayasan
5 ! Inistiatif Dagang Hijau)
18.4 Memanfaatkan | 18.4.1 Seluruh 2020 - 2024 | Dinas | 1. Bappeda
limbah padat dan perusahaan kelapa Lingkungan Hidup | 2. Dinas Perkebunan
cair kelapa sawit | sawit menerapkan | |3 PPKS
untuk berbagai | minimal | es i
T | L e s
dengan pemanfaatan limbah | ! A J
- - | APKASINDO Sumut,
menerapkan kelapa sawit [ | | SAMADE 9 i
prinsip 3 R (Reduce, | | { £ S umut)
Reuse, Recycle) | i 6. Akademisi
| | 7. C80/L3M (Conservation
! ‘ International, Yayasan
! | Ekosistem Lestari, Yayasan
| Inistiatif D Hijau)
| | agang
| 18.5 Sosialisasi | 18.5.1 Seluruh 2020 - 2024 | Dinas i 1. Bappeda
kegiatan pengelolaan | perusahaan kelapa Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan
limbah B3 (Bahan | sawit menerapkan '3 PPKS
Berbahaya Beracun) | pengelolaan limbah | i Bt talis Besk b rsn
| | B3 (Bahan S g <2
| | 5. Asosiasi (GAPKI Sumut,
| i Berbahaya Beracun} APKASINDO Sumut,
| . SAMADE)
i [ 6. Akademisi
I | 7. CS0O/L8M [Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)
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! Percepatan [ 19.1 Sosialisasi

| IUP

APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)

C30/LSM (Conservation

19 S5t | 19.1.1 Terlaksananya ‘ 2019 - 2024 | Dinas Perkebunan 1. Bappeda
realisasi peraturan fentang kegiatan sosialisasi | ;
kewajiban pembangunan peraturan tentang s Dmes K\?‘rtlmtanan
| perusahaan kebun kelapa sawit | pembangunan kebun | e K:.a.nmr X o ATR"T i
dalam masyarakat kelapa sawit . | 4. Dinas Lingkungan Hidup
memfasilitasi masyarakat di 14 | | 5. Pelaku Usaha Perkebunan
pembangunan kabupaten sentra 6. Asosiasi (GAPKI Sumut,
kelapa sawit | produksi [ | APKASINDO Sumut,
berIgeIanj utan i | SAMADE Sumut)
bagi masyarakat ! ! | 7. CSO/LSM (Conservation
: | | International, Yayasan
i ' | Ekosistem Lestari, Yayasan
| [ | Inistiatif Dagang Hijau)
19.2 l19.2.1 Tersedianya 2019 - 2024 | Dinas Perkebunan 1. Bappeda
Melaksanakan laporan pemantauan 5 Piirtein Kebirtanas
pemantauan dan dan evaluasi A =
| i 3. Kantor Wilayah ATR/BPN
| evaluasi yang terhadap : ki :
| efektif terhadap pelaksanaan 4. Dinas Lingkungan Hidup
pelaksanaan pembangunan ; 5 &ni‘g Pelaku Usaha
pembangunan kelapa sawit 5 rkebunan Sumut
kelapa sawit masyarakat di 14 | | 6. Unsur Asosiasi Pekebun
masyarakat kabupaten sentra | (APKASINDO Sumut,
produksi . [ SAMADE} :
! [ 7. C50/LSM [Conservation
i { | International, Yayasan
| | Ekosistemn Lestari, Yayasan
: Inistiatif Dagang Hijau)
19.3 Membangun | 19.3.1 Masing-masing | 2019 — 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Bappeda
kemitraan pekebun | perusahaan | 2. Dinas kehutanan
| dengan pelaku | mempunyai mitra [sF :
| usaha perkebunan i dengan pekebun yang for Rangor \}Fﬂayah ATR’{ BPN
{ | dengan luasan | luasnya minimal 20% | 4. Dinas Lingkungan Hidup
i | minimal 20% dari | dari yang tercantum di | 5. Pelaku Usaha Perkebunan
| | yang tercantum di { IUP ‘ 6. Asosiasi (GAPKI Sumut,
t

International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)
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20 | Melakukan i 20.1 Membentuk 20.1.1 Terbentuknya 2020 — 2024 | Kantor Wilayah 1. Dinas Perkebunan
| pen;kngan;; i tim mediasi tim penang.;nan ATR/BPN ¥ Thinas Kl Rtan:in
sengketa lahan nanganan sengketa lahan : ; g
| perkebunan ls):ngkgta lahan peri%:gunan " Dms L1ngh4ngap Hidup
kelapa sawit di | dan melakukan sawit di Kawasan areal 4. Dinas Tenagakerja
Kawasan area pelatihan mediasi penggunaan lain di 5, Biro Perekonomian
penggunaan lain | dalam 14 kabupaten /kota 6. Bire Hukum
penanganan penghasil kelapa sawit 7. Kepolisian Daerah Sumut
sengieta lahan 8. Kejaksaan Tinggi Sumut
perkebunan sawit
di Kawasan areal 20.1.2 Tersedianya % ngpeda : i
penggunaan lain tim mediasi yang | 10. Dinas Komunikasi dan
kemampuan dalam 11. Satpol PP Provinsi Sumut
penanganan | 12. BPKH Wilayah I Medan
sengketa lahan | 13. Gakkum Sumut
| 14. BPSK Sumut
8. Balai K3
| 9. Asosiasi (GAPKI Sumut,
| APKASINDO Sumut,
i SAMADE Sumut)
20.2 Melakukan 20.2.1 Tersedianya 2020 - 2024 | Kantor Wilayah 1. Dinas Perkebunan
penanganan hasil penanganan ATR/BPN | 2. Dinas Kehutanan
sengketa lahan sengketa lahan [ | 3. Dinas Lingkungan Hidu
melalul mediasi perkebunan kelapa | s : P
s 4, Dinas TenagaKerja
5. Biro Perckonoman
6. Biro Hukum
| 7. Kepolisian Daeral Sumut
| | 8. Kcjaksaan Tinggi Sumut
| i 9. Bappeda
: | | 10. Dinas Komunikasi dan
| [ Informatika
' | | 11. Satpol PP Provinsi Sumut
12. BPKH Wilayah I Medan
13. Gakkum Sumut
| | 14, BPSK Sumut




10.
11.

Balai K3

Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)

20.3 Mengevaluasi
kinerja tim mediasi
atas pelaksanaan
penanganan kasus
lahan sekurang-
kurangnya setahun
sekali.

20.3.1.

Tersedianya hasil
evaluasi

dan rekomendasi
penanganan sengketa
lahan.

20.3.2. Berkurangnya
sengketa lahan di
wilayah perkebunan
kelapa sawit

2020 - 2024

Kantor Wilayah
ATR/BPN

el b R RE R

1t
1.
13,

0.

Dinas Perkebunan

Dinas Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas TenagaKerja

Biro Hukum

Kapolisian Daerah Sumut
Kejaksaan Tingei Sumut
Bappeda

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Satpol PP Provsu
BPKH Wilayah [ Medan
Gakkum Sumut

14. BPSK Sumut

12.
13.

Balai K3
Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,

SAMADE Sumut)
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21

Penyelesaian
status lahan
perkebunan
kelapa sawit
yang tenndﬂms:

hutan

21.1
Menindaklanjuti
penyelesaian
status perkebunan
kelapa sawit yang
terindikasi dalam
kawasan hutan

21.1.1
Terselesaikannya
status perkebunan
kelapa sawit yang
terindikasi dalam
Kawasan hutan di 14
kabupaten

2020 - 2024

BPKH Wilayah I
Sumut

1.

Dinas Perkebunan

2. Dinas SDA Cipta Karya

o s w

dan Tata Ruang

Dinas Kehutanan

Kantor Wilayah ATR/BPN
Pemerintah Kabupaten
Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)

D. KOMPONEN TATA KELOLA

22

Legalisasi

lahan hasil
penyelesaian
status
perkebunan yang
terindikasi
dalam Kawasan
hutan dan
penyelesaian
sengketa lahan

2020 - 2024

22.1 Melakukan 22.1.1 Terbitnya Kantor Wilayah 1, Dinas Perkebunan

legalisasi asset sertifikat hasil legalisasi ATR/BPN 2. Dinas Kehutanan
orma agraria reforma agraria T

sebagai tindak sebagai tindak lanjut 4 AsEmR ORI Sumut,

lanjut penyelesaian | penyelesaian status APKASINDO Sumut,

status perkebunan | perkebunan yang SAMADE Sumut)

yang terindikasi terindikasi di

dalam kwasan kawasan hutan,

hutan

22.2 Melakukan 22.2.1 Terbitnya 2020 - 2024 | Kantor Wilayah 1. Dinas Perkebunan

legalisasi lahan sertifikat hasil legalisasi ATR/BPN 2. Dinas Kehutanan

dalam rangka inbinn di i senERn 3. Pemerintah Kabupaten

reforma agraria reforma agrarian

sebagai tindak sebagai tindak lanjut 4. Asosiasi {GAPKI Sumut,

lanjut penyelesaian sengketa APKASINDO Sumut,

penyelesaian lahan perkebunan SAMADE Sumut)

sengketa lahan kelapa sawit.

perkebunan

kelapa sawit

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

23

Penyelesaian | 23.1 Menata 23.1.1 Terselesaikannya
status lahan lahan usaha usaha perkebunan vang
dan usaha perkebunan “clear and clean” dari
perkebunan | dengan sistem SISI e

yang tata kelola cKosisicin gaunbut
terindikasi di (tata hidrologi

ekosistem ekosistem gambut

gambut

2020 - 2024

Dinas Kehutanan

.3

R

Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Perkebunan

Rappeda

Kantor Wilayah ATR/BPN
Pemerintah Kabupaten
Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut.
SAMADE Sumut)




23.2 Melakukan
pendataan kebun
kelapa sawit
masyarakal yang
terindikasi di

| dalam Kawasan

| ekosistem

| gambut

23.2.1 Tersedianya data
lahan kebun kelapa
sawit masyarakat yang
terindikasi di dalam

| Kawasan ekosistem
| gambut

23.2.2 Tersedianya peta
indikatif kebun kelapa
sawit masyarakat yang
terindikasi dalam
Kawasan ekosistem
gambut

23.2.3 Tersedianya
rekomendasi
penyelesaian hasil
identifikasi kebun kelapa
sawit masyarakat yang
terindikasi di dalam
Kawasan ekosistem

| gambut

| 2020 - 2024 | Dinas Kehutanan

oo bW

Dinas Lingkungan

Hidup

Dinas Perkebunan
Bappeda :

Kantor Wilayah ATR/BPN
Pemerintah Kabupaten
Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)j
CS0/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatil Dagang Hijau}
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Pelaksanaan
peraturan

ketenagakerjaan
‘ dalam

24‘

| perkebunan
kelapa sawit

|

24,1 Identifikasi jumlah | 24.1.1 Tersedia I 2020 - 2024 |Dinas :
organisasi pekebun | database | | Tenaga kerja
dan pekerja di organisasi !
| sektor kelapa sawit | pekebun dan {
di Sumatera Utara | pekerja di sektor |
| kelapa sawit
24,2 12421 Tersedianya | 2020 - 2024
Meningkatkan | laporan pengawasan
pengawasan secara berkala terkait
tenaga kerja baik tenaga kerja baik
di perusahaan di perusahaan
ataupun di pekebun | ataupun i
pekebun
24.3 Membuat kajian | 24.3.1 Adanya 2020 - 2024 |
lengkap terkait standar tenaga kerja |
standar tenaga kerja | yang lengkap yang |
yang berlaku di berlaku di Sumatera |
| Sumatera Utara | Utara o gel
| 24.4 Sosialisasi UU | 24.4.1 Para pekerjadi | 2020 — 2024
Kebebasan organisasi pekebun di
| Berserikat tentang 14 kabupaten sentra
standar dan norma | kelapa sawit
tenaga kerja kepada | memahami posisi
perusahaan dan tawar mereka dengan
pekerja para pemilik kebun
24.5 Melaksanakan | 24.5.1 Adanya dialog | 2020 — 2024
dialog sosial dan bi- partit, tri-partit, [
posisi tawar antara | Perjanjian Kerja
pekerja dan Bersama (PKB) di i
perusahaan perusahaan yang I
beroperasi di Sumatera
| | Utara |
| 24.6 24.6.1 Para pekerja di | 2020 — 2024
|§ Mengembangkan organisasi pekebun di |
| sistem keselamatan | 14 kabupaten sentra |
dan kesehatan kerja | kelapa sawit memiliki |
{K3) untuk pekebun | akses kepada
dan meningkatkan | kesehatan dan
kapasitas mereka | keselamatan kerja
dalam memperbaiki
kondisi kerja
24.7 Sosialisasi 24.7.1 Pelaku usaha 2020 - 2024

tentang larangan
pekerja anak serta
| Hak Anak dan
Prinsip Bisnis atau
CRBP (Children’s

Principles) bagi
pelaku usaha

sawit

Right and Business

perkebunan kelapa

perkebunan kelapa
sawit memahami
pengetahuan tentang
larangan pekerja anak
| serta Hak Anak dan
Prinsip Bisnis atau
CRBP (Children’s Right
and Business
Principles)

o el Ll B

11.

12,

13.
14.

Dinas Perkebunan
Bappeda

Biro Hukum

Biro Perekonomian
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pemberdayvaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kantor Wilayah ATR/ BPN
Pemerintah Kabupaten

. Pelaku Usaha

Perkebunan

Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)
Akademisi

1ILO

Perwakilan Serikat
Pekerja

. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari,
Yayasan Inisiatif Dagang
Hijau, Pusat Kajian
Perlindungan Anak,
Jaringan Perlindungan
Anak]
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25 | Pelaksanaan 25.1 Meningkatkan | 25.1.1 Meningkatnya 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Perindustrian dan
sosialisasi ISPO | frekuensi sosialisasi | frekuensi dan kualitas [ Perdagangan
untuk pemangku| [SPO di tingkat sosialisasi ISPO di | 2. BBPPTP Medan
kepentingan provinsi dengan seluruh pemanglku | 3. Bappeda
nasional melibatkan kepentingan Sumatera ‘ 4. Dinas Lingkungan Hidup
E:;??ﬁknu bt ! 5 D%nas Kehutanan
kabupaten sentra | 6. Dinas Koperasi dan UKM
kelapa sawit di | 7. Dinas Penanaman Modal
Sumatera Utara | dan PTSP
| 8 Kantor Wilayvah ATR/BPN
| 9, Dinas Komunikasi dan
Informatika
10. Dinas Tenaga Kerja
11. PPKS
' 12, Pelaku Usaha Perkebunan
i 13, Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)
14. Lembaga Sertifikasi
(Mutu Agung,
| | Sucofinde, TUV Nord,
; ‘ TUV Rheinland)
| | 15. CSO/LSM (Conservation
i '[ | i International, Yayasan
| Ekosistem Lestari, Yayasan
i i Inistiatif Dagang Hijau)
| | 25.2 Melakukan [25.1.2 Adanya kajian 2020 - 2024 | Akademisi | 1. Universitas Sumatera
| | kajian untuk | mengenai dukungan Utara
i menentikan | finansial pelaksanaan 2. PPKS
| dukungan finansial | sertifikasi ISPO terkait ! 3. BPDPKS
i pelaksanaan | estimasi biaya dan | % Dinas Dorlceisiinir
| sertifikasi [SPO manfaat sertifikasi | | 2
. | terkait estimasi | ISPO bagi pekebun ! 5. Bappeda
| | biaya dan manfaat | plasma dan swadaya ' 6. Pelaku Usaha Perkebunan
sertifikasi ISPO | 7. Asosiasi (GAPKI Sumut,
! bagi pekebun APKASINDO Sumut,
| plasma dan | SAMADE Sumut)
[ swadaya i | i 8. CSO/LSM {Conservation
! I ! | International, Yayasan
| t | I Ekosistem Lestari, Yayasan
g | i { | Inistiatif Dagang Hijau)

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA

SAWIT
26 | Percepatan 26.1 Mendm;;‘ngi 37.1:31H1$r§;mya STDB | 2020 - 2024 |Dinas J 1. Kantor Wilayah ATR/BPN
pelaksanaan pekebun untu an gi Perkebunan 12, Di i i
‘ sertifilasi memperoleh STDB | pekebun di 14 | ; g;g:_: [I?:hg:ll:;i‘;n Hrdup
ISPO untuk | dan SHM kabupaten sentra i Dings Komu;}ikasi Heki
perusahaan dan kelapa sawit ' Trnformatika
pelictiog 5. Dinas Tenaga Kerja
! | 6. PPKS
' | 7. Pelaku Usaha Perkebunan
‘ | 8. Asosiasi (GAPKI Sumut,
| | | APEASINDO Sumut,
| | SAMADE Sumut)
| { 5. Lembaga Sertifikasi
' | ’ (Mutu Agung,
, ! Sucofindo, TUV Nord,
| | TUV Rheinland)
| 10. CSO/LSM (Conservation
l | g International, Yayasan
| | i Ekosistem Lestari, Yayasan
: I £ | | Inistiatif Dagang Hijau)
| 26.2: Meningkatkan | 26.2.1Tersedianya | 2020 - 2024 :l‘Di.nas 1. Kantor Wilayah ATR/BPN
‘ komitmen : | dgta yang | | Perkebunan 2. Dinas Lingkungan Hidup
perusahaan mitra | disampaikan oleh i | 3. Dhinac Kahntanas
: dalam membina | perusanaan { | 4. Dinas Komunikasi dan
| pekebun pemasok | perkebunan kelapa | T faeaaiilea
untuk memperoleh | sawit tentang jumlah | Din Keori
sertifikasi [SPO pekebun pemasok yang | 5 as Tenaga Kerja
dibinanya, termasuk 6. PPKS
| kesiapan pekebun 7. Pelaku llsaha Perkebunan
| 'l pemasoknya untuk 8. Asosiasi (CAPKI Sumut,
] | | dilakukannya sertifikasi APKASINDO Sumut,
! | ISPO i SAMADE Sumut)
| | | 9. Lembaga Sertifikasi
| (MuUtu Agung,
‘ | Sucofindo, TUV Nord,
| | TUV Rheinland)
| 10. CSO/LSM [Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)




[26.3 Membentuk | 26.3.1 Terbentuknya | 2020 - 2024 | Dinas 1. Dinas Koperasi dan UKM
klinik ISPO di klinik ISPO di 14 Perkebunan 2. Pemerintah Kabupaten
! . tingkat kabupaten kabupaten sentra 3 Ak Tk et an
. | sentra kelapa sawit | kelapa sawit 4. Asosiasi (GAPKI Sumut,
' | | ; APKASINDO Sumut,
| | SAMADE Sumut)
| 5. CS0O/LSM [Conservation
{ International, Yayasan
Ekesistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)
26.4 Meningkatkan | 26.4.1 Meningkatnya 2020 - 2024 |Dinas 1. Pemerintah Kabupaten
jumiah dan ngarniah dan Perkebunan 2. Pelaku Usaha Perkebunan
lapasitas petugas pasitas petugas 3. Asosiasi (GAPKI Sumut,
Penilai Usaha Penilai Usaha A;ﬁ;ﬁvln e
Perkebunan (PUP} Perkebunan (PLP) :
dan dana dan dana di daerah SAMADE Sumut
| pemerintah daerah | untuk kegiatan |
| untuk proses | Penilaian Usaha |
penilaian kebun | Perkebunan I
scbagai prasyarat | | |
mendapatkan ' 26.4.2 Meningkatnya | {
sertifikasi ISPO jumlah kebur%l;aang i -.
sudah mendapatkan |
penilaian kelas kebun
26.5 26.5.1 Meningkatnya | 2020 - 2024 | Dinas | 1. Pemerintah Kabupaten
Menyelenggarakan | jumlah petugas Perkebunan 2. Pelaku Usaha Perkebunan
latihan ISPO pendamping untuk 3. Asosiasi (GAPKI Sumut,
%% .| sertifikasi [SPO di 14 APKASINDO Sumut,
] untuk petugas di kabupaten sentra SAMADE Sumutj
| kabupaten kelapa sawit 4. Lembaga Sertifikasi
| (Mutu Agung,
| i { Sucofindo, TUV Nord,
| | } | TUV Rheinland}
| < ': ‘: 5. CSO/LSM
| | {Conservation
‘ | International, Yavasan
i Ekosistem Lestari,
| Yayasan Inistiatif
) % e it | Dagang Hijau)
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27 | Penyebarluasan  27.1 ] 27.1.1 Adanya media ; 2020 - 2024 | Dinas Perkebunan‘ 1. Bappeda
Informasi Menyebarluaskan | komunikasi yang [ | I 2. Biro Perekonomian
Kegiatan informasi kegiatan | menyebarluaskan ! 3. Dinas Komunikasi dan
Pembangunan pembangunan kegiatan pembangunan | | informatika
Kelapa Sawit kelapa sawit kelapa sawit | 1 4. Dinas Lingkunga Hidup
Berkelanjutan berkelanjutan di berkelanjutan di . s Di Kbt
Sumatera Utara Sumatera Utara |2 AR hEuLLERAR
melatui berbagai 6. ]3611;23 Perindustrian dan
media komunikasi TORERBEIN. o
dan keikutsertaan 7. Dms Koperasi dgn UKM
dalam forum dialog 8. Dinas Tenaga Kerja
tingkat provinsi 9. Pelaku Usaha Perkebunan
| dan nasional | 10. Asosiasi (GAPKI Sumut,
| | | APKASINDO Sumut,
| | | -. SAMADE Sumut)
| | | 11. Akademisi
| | | 12. Lembaga Sertifikasi
1 | {Mutu Agung,
| Sucofindo, TUV Nord,
TUV Rheinland)

13. CSO/LSM (Conservation

International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau)
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28 | Peningkatan

| 28.1 Membangun

i Pemasaran TBS | kemitraan usaha

| Kelapa Sawit
|

antara
perusahaan
| perkebunan yang
| mempunyai PKS
| dengan lembaga
| pekebun dalam

[ 28.1.1 Terbentuknya

| kemitraan usaha antara
| perusahaan perkebunan

| yang mempunyai
PKS dengan lembaga

| pekebun dalam rangka

| pemasaran TBS

| rangka pemasaran |

TBS

| 28,1.2 Partisipasi dalam

| forum dialog tingkat
| provinsi dan nasional
|

2020 - 202'4"! Dinas Perkebunan |

5

awo

gun

=

10,

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Dinas Koperasi dan UKM
Kantor Wilayah ATR/BPN
Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

Biro Perekonomian

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Pelaku Usaha Perkebunan
Asosiasi (GAPKI Sumut,
APKASINDO Sumut,
SAMADE Sumut)
Akademisi

CSO/LSM (Conservation
International, Yayasan
Ekosistem Lestari, Yayasan
Inistiatif Dagang Hijau]
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